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=7 PENETAPAN

Nomor 021/Pdt.P/2013/PA.Sly
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

| umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

. Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca surat-surat perkara.
Telah mendengar keterangan pemohon I dan II
Telah mendengar saksi-saksi.
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa pemohon I dan [Idalam surat permohonannya bertanggal 20

September 2013 yangterdataftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dibawah Register
Nomor 021/Pdt.P/2013/PA.Sly, tanggal 23 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 9 September 1992 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam dihadapan Imam Desa , Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama

- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon II

bernama - dengan mas kawin 10 gram emas, disaksikan oleh dua orang saksi

- Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus jejaka
dan gadis.

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqgat) maupun yang bersifat tetap (muabbad).

- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina

rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu,

-, lahir tanggal 11 Mei 1993 (perempuan), - lahir tanggal 14 Juni 1996
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(laki-laki), - lahir tanggal 8 Mei 2005 (perempuan) dan - lahir tanggal 28 Juli

2008 (perempuan).

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari
Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh
penghulu/Pegawai Pencatat Nikah.

- Bahwa berdasarkanhal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memerksa dan mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

® Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

e Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon I (

dengan pemohon II ( yang dilaksanakan pada tanggal 9

September 1992 di Desa -, Kecamatan _ Kabupaten
Kepulauan Selayar.

e Biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan II telah datang

menghadapdi persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan 2 orang

saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

e Fotokopi Kartu Keluarga an. Nomor]| dibubuhi materai
secukupnya telah dicocokan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Saksi pertama: _, pada pokoknya menerangkan:

e bahwa saksi mengenal pemohon I dan II karena berhubungan keluarga.

e bahwa saksi hadir pada saat pelakasanaan perkawinan pemohon I dan II yang dilaksanakan
pada tanggal 9 September 1992 di Desa - Kecamatan _,
Kabupaten Kepulauan Selayar.

e bahwa saksi tahu bahwa yang menikahkan pemohon I dan II adalah Imam Desa

bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama

dihadapan 2 orang saksi yaitu - dan -, mahar berupa 10 gram emas.

e bahwa saksi tahu pemohon I pada saat itu berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan
masing-masing sedang tidak terikat nikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan,

namun belum dikaruniai anak.
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bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II pada saat itu sudah didaftar tetapi

petugas tidak melanjutkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

e bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahanan pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak
pernah terjadi perceraian talak sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.

e bahwasaksi tahu bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon sudah didaftar tetapi tidak
dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Saksi kedua: |, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan II karena karena berhubungan keluarga.

- bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon Idan II yang dilaksanakan pada tanggal 9

September 1992 di Desa - dihadapan saksi - dan -
- bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa - bernama -

dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, bernama -dan mahar berupa 10
gram emas.

- bahwa saksi lihat sejak pemohon I menikah dengan pemohon II telah hidup rukun dan damai
sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.

- bahwa saksi lihat pemohon I pada saat itu berstatus jejaka, sedang pemohon II, gadis
serta tidak ada hubungan kekerabatan/darah maupun sesusuan.

- bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II sudah didaftar tetapi pihak
petugas tidak melanjutkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan
pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan damai sampai sekarang, tidak pernah
terjadi perceraian talak.

Bahwa kesaksian keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan II membenarkannya, dan
pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana
yangtercantum  dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah
diuraikandiuraikan di muka.
Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung R.I tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan pengesahan nikah

pemohon I dan II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selayar oleh
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~Juru Sita Pengganti pada tanggal 25 September 2013 dan ternyata 14 hari terhitung sejak tanggal

pengumuman tersebut tidak ada pihak lain keberatan terhadap pemohon I dan II.
Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) dengan
dalil-dalil padapokoknya bahwa pemohon I dan II telah menikah pada tanggal 9 September
1992 di Desa - Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
yang dinikahkan oleh Imam Desa dihadapan dua orang saksi yaitu
- dan - dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, - dan mahar
berupa 10 gram emas, namun pemohon tidak memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan
Agama setempat.

Menimbang, bahwa yang pokok permasalahan ini dalam perkara ini yaitu apakah
perkawinan antara pemohon I dan II dilakasanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum syar’i
dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi, perkawinan pemohon I dengan pemohon II
tersebut dilakasanakan pada tanggal 9 Sepetember 1992 di Desa - Kecamatan
_ Kabupaten Kepulauan Selayar, ternyata pada saat itu pemohon I berstatus
jejaka dan tidak sedang terikat dengan istri lain, sedang pemohon II berstatus perawan dan tidak
terikat dengan suami lain, perkawinan kedua pihak telah didaftar tetapi tidak dilaporkan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan
dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi
terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah
memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang telah memberikan kesaksian relevan dan
bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai
alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan
bahwa kedua saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan
pada tanggal 9 September 1992 di Desa -, Kecamatan _,
Kabupaten Kepulauan Selayar, keduanya telah hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami
istri, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 4 orang anak sampai sekarang.

Menimbang, dari kesaksian kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan
pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992, ternyata
perkawinan pemohon I dan II sudah didaftar akan tetapi tidak dilaporkan pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan fakta terbukti pula antara pemohon I dengan
pemohon II tidak ada pertalian nasab, kekerabatan, perkawinan semenda dan tidak ada hubungan
sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon I

untuk melansungkan perkawinan dengan pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam
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- berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I tidak sedang
tidak terikat nikah dengan perempuan lain (istri), demikian pula pemohon II tidak sedang terikat
nikah dengan laki-laki lain (suami), sehingga majelis hakim memandang bahwa antara pemohon
I dengan pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar’i
sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 42 dan 43
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih
pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab lanatut Thalibin Juz IV halaman 254 menjadi

pendapat hakim sebagai berikut:

Jeas u 2livg (g s po abog g aimo ;55 éi)ol ol S soel

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi
yang adlil.
Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat pekawinan pemohon I dan
pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, juncto Pasala 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 4
Kompialsi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon tersebut telah dilaksanakan pada

tanggal 9 September 1992 di Desa - Kecamatan _ Kabupaten

Kepulauan Selayar, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak di daftar pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga pemohon tidak
memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan serta ayat 4
Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan
pemohon II dapat diisbatkan/disahkan.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan pemohon I dengan
pemohon II sah menurut hukum.
Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut
ketentuanPasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada pemohon.
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'emperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

danberkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan II.

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, _ dengan
pemohon II, _ yang dilaksanakan pada tanggal 9 September

1992 di Desa -, Kecamatan _, Kabupaten Kepulauan

Selayar.

3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 M,
bertepatan tanggal 4 Zulhijah 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Selayar,
Drs.Hanafie Lamuha,sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan.,S.Ag.,M.Agdan Idris.,S.H.I
masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs.H.MustariM sebagai panitera
dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untukumum dengan dihadiri oleh

pemohon I dan pemohon II.

Hakim-hakim Anggota, Ketua majelis,
TTD TTD
Muhammad Thsan.,S.Ag..M.Ag Drs.Hanafie Lamuha
TTD
Idris. S.H.I Panitera,
TTD
Drs.H.Mustari M.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
-ATK :Rp.  50.000,00
- Panggilan : Rp. 250.000,00
- Redaksi :Rp.  5.000,00
-Meterai :Rp.  6.000.00
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mlah Rp. 341.000,00
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